
Mengin~at 

a. bahwa sehubungan dengan lelah dibertaku!<annya Pera!uran 
Daerah Kabupalen Bekasi Nomor 6 T ahun 2009 lentang 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Rellibusl lzin 
Pemanfaatan Ruang, maka guna melaksanakan ketentuan 
terhadap maleri-materi yang dialUr di dalamnya lertebih dahUlu 
dipetfukan adanya pelunjuk pe'aksanaan tentang Tata Cara 
dan Persyaratan Permonona« Perizinan; 

b. b~l\wa atas dasar pertiml>a_ngan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a di atas, maka Tata Cara dan Persyaratan Pertz:nan 
Pengendalian Pemantaatan Ruang tersebut pe~u dtte:apkan 
dengan Peraturan Bopa6. 

1. Undang-Undar.g Nomor 14 Tahun 1950 tentang PembenlUkan 
Oaerah-Oaerah Kabupaten datam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Serita Negara Tahun 1950}; 

2. Undang-Und3ng Nomor 5 Tahun 1!l60 tentang Petaturan 
Oasar Pokok-Pokol< Agraria [l.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lernbaran 
Negara Repub~k Indonesia Nomor 2043); 

Men,mbang 

BUPATI BEKASI, 

TENTANG 

TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

DI KABUPATEN BEKASI 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR 4 TAHUN 2010 

SERI: NOMOR: 4 

SERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI 
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8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia 
Nomor 4725); 

9. Und•ng-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Datrah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubkk Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nom0< 5049); 

• 

3. Undarg-Undang Nomor 56 P,p .. ahun 1960 tent:~ 
Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lemaaran Negara Repu.,.., 
lndonesla Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 2117); 

4. Undang.Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan tembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 3699); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200< lentang Pemerinta!:ian 
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan lembaran llegara Republik lndooesla 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakafi diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Alas Undang-Und~ng Nornor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan 
Lembarar. Negara Republik Indonesia Nornor 4844); 

6. Undang-'Jndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemeJintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 
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17. Peraturan Preslden Nomor 54 T ahun 2008 ten tang Penataan 
Kawasan Jakarta. Bogor, £lepok. Tangerang, Bekasi, Puncak 
dan Cianjur, 

• 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 t.entang 
Pembag:an Urusan Pemerintahan antara Petnerintah. 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran r,legara Republik Indonesia T ahun 
2007 Nomor 82, T ambahan Lembaran Negara Repubrik 
Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraluran Pemerintah Nomor 2'5 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 4833); 

- 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengaw. san Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neglia Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593): 

13. Petaturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Penge!olaan Keuangan Oaeran (Lemt>aran Negara Repubfik 
Indonesia Tahun 2005 Norn~, 140, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 !entang 
RelJibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

11 Petaruran Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hale 
• Guna Usaha. Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Alas Tanah 

(Lembaran Negar.:i Republik lndoM:i~ T ,hun 1996 Nomor 68, 
Tambahan lembaran Negara Repu'~il< Indonesia Nomor 
3643); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 tentang 
Pembagian Tanah dan Pembelian Ganti Kerugian {lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, 
Tambahan Lembaran Negara Republ,k lnd~a Nomor 
2322); 
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21. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasl 
Tahun 2003-2013 sebagaimana telah cfubah dengan 
Peraturan Oaerah Nomor 4 Tahen 2007 tentang: Perubahan 
atas Peraturan Oaeran Kabupaten Bekasl Nomor .c Tahoo 
2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bekasl Tthun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2007 No,nor 4); 

22. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 
t•ntang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekas, (Lembaran 
Daerah Ksbupaten Bekasi T ahun 2008 Nomor 6); 

23. Peraturan Dae rah Kabupaten Bek as, :~ornor 6 T ahun 2009 
tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang da~ Retribusi tzin 
Pernanfaatan Ruang (Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasl 
Tahun 2009 Nomor 6): 

24. Peo-aturan Daerah Kabupaten- Bekasi Nomor 7 TahUn 2009 
te,1tang Organisasl Perangkal Dae.ah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi ;·ahun 2009 Nomor 7). 

- 

19. Peraturan Menteri Oa!am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedorean Pengelolaan Keuangan Oaerah, 
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalam 
Negeri Nomor 59 T ahun 2007 ten tang Pe,ubahan Alas 
Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangln Oaerah; 

20. Peraturan Bersarna Menteri Oatam Negeri, Me,iteri Pekerjaan 
Umum, Menteri Komunikasl dan tnkrmatika dan Kepala 
BrJ>M Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 7/PRT/M/2009, Nomor 
19/PER/M.KOM!NF0/312009 dan Nomor 3/P/2009 tentang 
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama 
Telekomunikasi; 

18. Petaturan Menteri Negara Agrariall<epala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang lzin Lokasi: 



Dalam Peraruran BupaU lnl yang dimaksud dengan : 

1. Oaerah a~alah Kabupaten Bekasi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bei<asi. 
3 Bupati adalah Bupali Bekasi. 

4. Sadan Pelayanan Penzman Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah 
Bad'an/Saluan Kerja Perangkat Oaerah yang mempunyaf kewenangan dibidang 
perl:dnan. 

5. i<epala Sadan adalah Kepala Sadan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupalen 
Sekasi. 

6 Dinas adalah Oinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bei<asi. 

7 Kepala Dinas adalah Kepala Oinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten 
Se.kasi. 

8. Sadan Hukum adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupal<an kesatuan 
baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan uraha yang meliput, 
Persoroan Terbatas, Perseroan Komanditer. perseroan lainya Sadan Usaha Mllik 
Negara atau Daerah dengan nama dan dafam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa. 
t'fganisasi sosial polilik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, benuk usaha tetap 
nan bentuk usana lainnya. 

9. Ba:lan Usaha adalah sekumpulan oraog danlatau modal yang merupaka'l 
kosatuan yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 
Komand'ter, perseroan lainya, Sadan Usaha Milik negara atau Oaerah dengan 
nama dan datam benluk apapun. 

10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruan9 daral ruang ta,•t. dan ruang udara 
lermasuk dldalam buml sebagai satu xesatuan w~ayah tempat manusia dan 
mahluk Jain hidup. melakukan kegiatan dan niemehha,a kelangsungan hidup. 

11, Tata Ruang adalah wujud slluktur ruang dan pola ruang. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

PENGENDALIAN TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN 
PEMANFMTAN RUANG DI KABUPATEN BEKASI 

BABI 

Meoelapkan · 

MEMUTUSKAN: 
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12. Re11Clona Tata Ruang adalah has~ pe<encanaan lata ruang. 
13 Pemenfaatan Ru,1ng edalah upaya untul\ mewujud~an s1tu1<•1ir ruang dan pola 

ruang ,;e,-uai dengan rencana tala ruang meta't.i pe,,yusunan dan penetapan 
rencana ta(ll ruang. 

14. Pengenda!lan Pemanfaatan Ruang ada•ah upaya ll'ltul< lll"'WUJudkan tertib tata 
ruang. 

15 PPL adalah Persetuiuan Prinsip Lol<asi. 
16 Saran Teknls adalah kajian teltnis yang menyangltut pe:,gan.-an tata ruang dan 

penataan bangcnan 
17. Aspek Tata Guna Lahon adalah dokumen yang berisi J*llaian teitnis obje!{!il 

tcmadap suatu bidang atau haml)an,n tanah yang me,,puti µenilalan ti~k wilayah. 
kem~mpuan tanah, keadaan ruang, gambaran umum. sla:US tanal1, dan 
penguasaan lanah. · 

18. lzin Lokasl adalah izin yang diberikan kepada perorangan a:au badan taJl<um 
uotuk memperoldl tanah yang <fiper!ukan dalam rangka penanaman modal yang 
berlaku pula sebagai izin pen~ndahan hak atas tanah dan unluk mengguna.'<an 
tanah sesuai dengan tata ruang wi!ayah. 

19. Master Plan atau rencana lnduk pengembangan a<!a!ah peta rencana slrUlalr 
ruang atau rencana induk suatu ka-n dengan dOminasi ~i iertentu yang 
memuat jarlngan lnsfrasll\lktur berdasarlcan lzirl IOkasl. 

20 Adv>oo Planning adalah peta rencanalpe!UnJUI< leknis rereneanaan tala ruang 
dalam suatu kawasan ruang tertentu. 

21 8Jocl< Plan atau rencana biol< pengembangan ltdalah peta rencana bag an ruang 
dafam suatu kawasan dengan segafa unsur yang memuat luas dan bernuk kavling 
berdasal1<.ln luas perole~an tanah 

22 Site Plan atau rencana tapak adalah peta pelctakan bangunan poda suatu IOu$I 
dengan segala unsur penu.-.angnya da'am 5kala dan batas-batas luas sa!IJ 
kavllng. 

23. lzin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjulnya c!~but IPPT lldatah IZln 
yang d:berikan kepada peron,ngan atau badan hukum yang akan memanfaalkan 

• tanah sel~lah diperoleh dalam rangka keglatan usaha 
24, Pengu~-uran peta bidang tanan adalah proses pemastian letak batas dan tuas 

bidaog tanah yang diperoleh 
25. Kawasan budidaya adalah wtlayah yang d,tetapkan dengan rungSI utarna unluk 

dibudldayakan atas dasar koncisl dan potensi sumbet daya alam • ...nber daya 
man11$1a, dan sumber daya buatan 



7 

(1) Oinas menerlma permohonan sebagaimana dimaksud pad.: Pasal 2 uniuk diaclal(an 
renetitian tebih (anjut dan diadakan per.injauan tokasi; 

(2) Penlnjauan lokasi sebagaimana dlmaksud ayat (1) h.lsilnya <lituangkan <lalam 
Serita Acara sebagai bahan pertimbangan ditezbitkannya aspek tata guna tahan. 

Penetman Ber1<as dan Peninjauan Lokasi 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 

Untuk memperoleh aspek tata guna lahan 3ebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus 
tertebih dahulu melampirkan pe,syaratan-persyaratan sebagai berikut; 
a. KTP pemohon; 
b. Akte PeOdirian Perusahaan; 
c. NPWP; 
d. Persetujuan Prinsip Lokasi (PPL); 
, Oenah I Sketsa Lokasi; 

Pasal3 

Persyaratan 

Bagian Kedua 

Setiap Nang atau oacan hukum yang akan mer,gajullan permononaa izin tokasi wajib 
terlebih dahulu r.iengajukan aspek tata ~una lahan kepada Oinas. 

Pasal 2 

Umum 

Bagian Pettama 

BABU 

ASPEK TATA G~NA l.AHAN 
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Jzin Lokasi merupakan saiah satu persyaratan pen.ert>itan pengesa;ian Master Plan dan 
Aovlee Planning. 

Pasal 9 

Seliap orang atau badan hukum yang akan melakukan penanaman modal wajib 
mengajukan permohonan izin Jokasi kepada Badon deagan melengl<api persyaratan 
persyaratan: 

Pasal 8 

Umum 

Bagian Pertama 

BAB IIJ 

IZJN LOKASJ 

Aspek Tata Guna lahan merupakan salah satu persyaratan pene~tan tzinlokasi 

Pasal7 

Aspek Tata Gena tanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2. cfrtetapkan oleh Kepala 
Dinas. 

Pasal6 

Jar,gka waktu penyelesaian aspek tata guna lat\an paling lambat 10 (sepuluh) t\ari ke~a 
seja~ diterimanya pennohonan secara lengkap dan benar. 

Pasal5 

Penerbitan Aspek Tata Guna Lahan 

Bagian Keempat 
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Saran T~knls sebagalmana dimaKsu(I pada Pasal 11 dltetapkan oleh Kepala Oinas. 

Pasal 12 

a. PPL; 
b. Aspek Tata Guna lahan. 

Untuk memperoleh saran teknis sebagalmana dimaksud pada Pasal 10 huf\JI c. 
pemohon mengajukan pennohonan kepada Oinas dengan melampirkan persyaratan 
persyaratan r.ebaga1 berikut : 

Pasal 11 

Bagian Ketiga 

Saran T eknis lzin Lokasi 

Pe,syaratan sebagaimana dimal<sud pada Pasal 8, adalah sebagai be<ikut: 
a, PPL {Persetujuan Prinsip Lokasi) 
b. As;,ek Tata Guna Lahan: 
c. Saran Teknis dari omas: 
d. Akta Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan Badan Hukum dan KTP bagi 

Perusahaan Perorangan; 
e. Nomor Pokok Wa]ib Pajak (NPWPJ; 
f. Oenah/Sketsa tokasi; 
g. Uraian rencana proyek yang akan dibangun/prol>O$al; 
h. Surat Persetujuan Penanaman Modal bagi perusahaan yang menggunakan lasiitas 

PMA atau PMON; 
i. Kesanggupan akan membef"kan ganti ru.gL 

Pasal 10 

Bagian Kedua 

Persyaratan 
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Master Plan merupaxan sa!ah saiu persyaratan penerl)1tan Surat Ukur Peta Bidang 
Tanah, IPPT, Block Plan danSite Plan. 

• 
Pasal 15 

Setiap orang atau badan hukum yang akan metakukan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 11, wajib mengajukan pengesahan Master Plan kepada Oinas 
dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 
a. PPL (Persetujuan PMnslp Lokasi) 
b. Aepek Tata Gun a t.anan; 
c. lzin t.oxas': 
d, Advice Peil Banjir. 

Bagian Pertama 
Umum 

Master Plan 
Pasal 14 

(I) SP.tiap orang atau badan hukum y3n9 akan melaksanakan Pengembangan 
Kawasan Budidaya meliputi kawasan dengan beberapa fungs, utarne perumanan, 
lndustri, pergudangan, jasa, komersial, pendidikan. pertanian dan sosial tertebil 
dahulu wa)lb membuat Master Plan; 

(2) Advice Planning merupakan rencana penerapan teknis tata uang, tata bangunan 
dan lingkungan dalam pela!<sanaan pengembangan kegiatan budidaya; 

(3) Kegiatan budidaya sebagalmana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan budidaya 
yang bersifat tunggal di satu lokasi maupun daJam satu kawasan. 

Pasal 13 

MASTER PLAN DAN ADVICE PLANNING 

BAB IV 
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(1) Master Plan yang telan d1sahkan dapa\ d1ajukan perubahan atau rev!Si; 

(2) Perubahan atau revi$0 sebagaimana dimal(sud ayat (1) diajukan permohonannya 
kepada Dinas disertal beberopa atasan yang bers•fat tekrus diadakannya 
perubahan atau revtS: c·maksud; 

(3) Rencana perubahan a!au revlsi, apabila disetujul selanj Jtnya disahkan oleh 
Kepata D1nas. 

Bag,an Ketiga 

Revisi Master Plan 

Pasal 19 • 

(1) Master Plan yang sudah habis masa berlakunya sebaqairnana d1maksud pada Pasat 
16, apabua akan dilanjutkan kegiatan pengadaan tanahnya wajib mengajukan 
perpanjangan kepadl Olnas: 

12) Perpanjangan sebag~imana dimaksud pada ayat (1) orang atau badan hukum 
melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 
a. KTP pemohon; 
b. I.laster Plan awal 

(3) Perpanjang~n Master Plan disahkan can ditandatangani oleh K ipala Oinas. 

Pasal 18 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pe,panjangan Master Plan 

Master Plan disahkan dan dit.indatangani oleh Kepala Dinas. 

Pasal 17 

Masa berlaku Master Plan adalah selama 3 (~ga) tahun dan dapat diperpanjang. 

Pasal16 
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Advice Plann<ng sebagaimana dimaksud pada Pasat 20, disahkan dan ditandatangani 
oleh KepaJa Oina$. 

Pasal 23 

(1) Adllice Planning me:upakan salah satu persyaralan penerbitan Peta Bidang Tanah 
dan lzfn Peruntukan Peng3unaan Tanah (IPPT): 

(2) Dalam hal-hal tertentu untuk kepertuan suatu perencanean pembangunan, 
orang/badan hukum dapat meminta Ad111ce Planning kepada troas. 

Pasal 22 

a. KTP pemohon; 
b. Akte Pendirion Perusanaan; 
c. NPWP; 
d. Oenah I Sketsa lokasi; 

Persyaratan Pengesahan Advice Planning sebagaimana d1mal<sud Pasaf 20. adafah 
sebegai berikut : 

Pasai21 

Bagian Kelima 

Persyaratan dan Peneltian Advice Planning 

Setiap orang atau badan hukum wajib mengajukan pengesahan advice plaming 
kepada Oinas. 

Bagian Keempat 
Advice Planning 

Pasal 20 



Pasal 27 

Surat ukur peta bidang tanah adalah merupakan salah satu persyaratan penerbitan ljin 
Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 

Surat ukur peta bidang tanah d,terbilkan dan ditandatangi,ni oleh Kepala Dinas 

Pasal 26 

Penerbit.an 

Bagian Ketiga 

a. PPL: 
b. Aspek Tata Guna Lanan; 
c. ljin lokasi; 
d. Advice Peil Banjir, 
e. Master Plan (untuk Kawasan) /Advice Planning; 
f. Uukti kepemilikan atau penguasaan alas tanah. 

Pernohonan surat ukur peta bidang tanah dia:ukan kepada Dinas yang ditengkapi 
persyara!8n - persyaratan sebagai berikut: 

Bagian Ke<!ua 

Pe1$yaratan 

Pasal 25 

Setiap orang atau Bac!an Hukum wajib mengajukan permohonan surat ulwr pe!a bi<lang 
tanah atas tanah yang akan dimanfaatkan. 

Pasal 24 

Bagian Pertama 

Umum 

BASV 

PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH 
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lzio Per:intukan f'enggunaan Tanah (lPPT) ditandatangani oleh Kepala Sadan 

Pasal 30 

Bagian Ketiga 

Penerbitan IPPT 

Permnhonan lzin Peruntul<an Penggunaan Tanah sebagaimana dima!<.sud pada Pasal 
28, wajib d1lengkapi dengan persyaratan-pe,,;yaratan sebagai benkut : 
a. PPL; 
b. Aspek Tata Guna Lahan; 
c. Saran Teknis IPPT; 
d. tzin Lokasi; 
e. Advice Peil Banjir; 
I. Master Plan (untuk kawasan) /Advice Planning; 
g. :.lcrat Ukut Peta Bidang Tanah; 
h. 1\kta Pendirian Perusahaan atau Kartu Tanda P'lnduduk (KTP) bagi perorangan; 
i. Oukti pemilikan/penguasaan atas tanah. 

Bagian Kedua 
PE!fSyaratan 

Pasal 29 

Setiap orang atau badon hukum yang akan melal<~kan penanaman modal wajib 
meng.1jukan permohonan izin i:,eruntukan penggunaan tanah kepada Sadan atas tanah 
yang akan dimanfaatkan; 

Pasal 28 

Umum 

Bagian Pertama 

BABVI 

IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH 

, 



(1) Block Plan menggarntar'<an pe!a reocana bagian ruang atau bagian kawasan atau 
kluster dengan sega!a ""$"' Y3J1Q memuat luas dan bentuk kav11ng berC!asa:kan 
luas perolehan tanah 

Pasa1 3,1 

Bagian Pertama 

Umum 

• 

BAB VII 

BLOCK PLAN DAN SITE PLAN 

Samn teknis sebagaimana dlmaksud pada Pasal 31diterbill<an dan <fitandatangani oleh 
Kepa,a Dinas. 

Pasal 33 

Untuk memperoten saran tekms sebagaimana dimaksud pada Pasal 29huruf c, 
pemohoo menga;ukan permohonan kepada Oinas dengan melam!litkan persyaratan 
persyarntan sebagai berikut; 
a. PPL; 
b. Aspek Tata Guna Lahan; 
c. lzin tokasl 
1. Advice Peil Banjir; 

d. M~ster Plan (untuk kawasan) I Advice Planning; 
e. Surat Ukur Peta Bidang Tanah 

Pasal32 

Saran teknis merupakan safah satu persyaratan untuk rnemperoten fzin P~ntukan 
Penggunaan Tanah (IPPT); 

Pasal 31 

Baglan Keempat 

Saran Tel<nis IPPT 
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Block Plan merupakan salall saw persyaratan penetbitan pe"9"sahan Site Plan 

Pasal 37 

Sagian Ketiga 
Pene,bitan Block Plan 

- 

Untuk mernperoleh Block Plan sebaga,mana dimaksud pada PasaJ 34 harus te!lebih 
dahulu melampitl<an pertyaratan-perayara!an sebagal berikut: 
a. PPL: 
b, Aspek Tata Guna tanan, 
c. lzi11 l.okesi; 
d. Advit.e Pell Banjir, 
e, Master Plan: 
r. Surat Ukvr Peta Bidan.9 Tanah: 
g. IPPT: 
h. Rekomendasl TPU; 
i. Rel-omendasi PJU 

Pasal 3S 

Bagian t(edua 
Persyaratar, Block Plan 

Pasal35 

Setiap orang atau badan h\lkum yang akan melaksanakan pembangunan <lalam bagian 
ruanJ atau kawasan wajib mengajukan pengesahan bloek plan kepada Oinas. 

(2) Reocana pengembangan prasarana dan sarana baglan ruan\l 1<awasan 
sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) mencakup pula reocana penrediaan fasilitas 
sosial untuk pelayanan skala lingkungan berupa ruang terbuka h1Jau dan taman 
dengan luas kavling paling kutang 6% (enam persen) serta untuk sarana petayanan 
skata kawasan atau kota dengan luas pa!ing kurall!J kurang 4% (empat persen) dan 
luas yang direncanakan: 

f3) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud ayat (2) termasus ruang antara badan 
jalan dengan saluran I draenase yang dihitung dalam jalan r,ngkungan minimal 
ROW/DMJ8M. 

• 
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Site ?Ian wajib mendapat ;,er,gesahan dan ditandatangani o!eh Kepala Dinas. 

Pasal 42 

sus Plan merupakan sata:, satu persyaratan penerbitan ltin Mend1rikan Bangunan 
(IMB). 

Pasal 41 

Bagian Keenam 

Penerbitan Site Plan 

Untck memperoleh pengesahan •ite plan sebagaimane dimaksud pada Pasal 37 harus 
tedebih dahulu melampirkan persyaralan-persyaratan sebaga, beri'<ut: 

a. P?L; 
b. Ae.pek Tata Guna Lahan: 
c. lzin Lo~asi, 
d. A,jvlce Ptll Banjir; 
e. Mast~, Pia,, (unltlk kawasan) I Advice Flanning; 
f. surat Ukur Peta Bidang Tanah; 
o. IPPT; 
h Tata lertib kawasan (kt.usus unltlk kawasan industri): 
i. Block Plan untuk kawasan~ 
l. UKLIUPL (untuk rumah sakil dan industri). 

Bagian Kelima 
Persyaratan Site Plan 

Pa~aJ 40 

Setiap orang atau badan hukum ya,g akan melaksanakan pengembangan paea lokasi 
atau kavling t1nah dari bagian ruang /kawasan wajib mengaju!<an pe,mohonan 
pengesahan site plan kepada Dinas. 

Bagian Keempat 
Site Plan 

Pasa139 

Pengesahan Blok Plan ditandatangani oleh Kepala Dinas. 

Pasal 38 
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H. OAOANG MUL YAOI 

BERtTA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 4 

/ 

v.~' 

SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN BEKASI 

Oiuncangkan di Cikarang Pusat 
paoa tanggal i fb.r,t2!'110 

H. SA'OUOOIN 

lld 

BUPATI BEKASt 

Oitetaplun di Cil<arang Pusat 
r,ada tar.ggat 1 Maret 2010 

Pasal45 

Pera:Uran Bupati inl mulal bertaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerfntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan menempatkannya da,am Berna Da=n Kabupaten BekasJ. 

Segata ketentuan yang mengatur hal-hal yang sama dengon Peraturan Bupati ini, 
drcabut dan dinyatakan tidak bertaku lagi. 

Pasal44 

skema Alur proses permohonan perizinan tercantum dalam tampiran yang merupai<an 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal43 
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